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ABSTRAK

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan
seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat
dikelola oleh negara yang berasaskan Islam dan ada yang berpendapat bahwa
pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah
pengawasan pemerintah.Permaslahan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama
di antaranya Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafhidhuddin. Dalam hal
pengelolaan zakat oleh negara, Masdar menekankan pengelolaan zakat harus
dikelola oleh negara/pemerintan sebaliknya Didin Hafhidhuddin hanya
menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat.

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penyusun tertarik
untuk mengkaji hal apa yang melatarbelakangi pandangan Masdar Farid Mas’udi
dan Didin Hafhidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat, serta apa
persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang peran negara dalam
pengelolaan zakat.

Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan normatif-historis.
Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti
dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan suatu argumentasi yang
dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih
luas. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang
pengelolaan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya
ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian dapat diketahui cara pandang
masing-masing dalam  menentukan  kesimpulan.  Selain itu,deskriptif-
komparatif,yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan pendapat
mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan dan
dianalisis dengan secermat mungkin kemudian di-komparasi-kan untuk
mengetahui kevalidan kedua argument hinggakemudian mendapatkan persamaan
dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam
bahasa, ungkapan, dan istilah sebagaimana pandangan Masdar Farid Mas’udi dan
Didin Hafhidhuddin akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa pada
permasalahan zakat Masdar dan Didin sama-sama mewajibkan pembayaran zakat
bagi warga negara muslimyang harus melewati pihak ketiga. Sedangkan bagi
pihak yang enggan menunaikannya maka zakat tersebut akan diambil secara paksa
dan bahkan ada sanksi bagi yang melalaikannya. Dalam hal peran negara, Masdar
Farid menyatakan bahwa negara/pemerintah harus berperan langsungdalam
pengelolaan zakat yaitu dengan kewenangan formalnya mengena pada semua
pihak dan dalam segala aspek kehidupan sosial agar tujuan dari zakat itu sendiri
dapat tercapai yaitu keadilan sosial. Sedangkan Didin Hafhidhuddin tidak
menekankan bahwa negaralah yang seharusnya turun tangan langsung untuk
mengelola zakat, akantetapi Didin menempatkan negara berperan hanya sebagai
fasilitator yang menunjuk dan mengesahkan lembaga pengelola zakat yang
memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga
Pengelola Zakat yang profesional.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang zakat memang sudah tidak asing lagi di telinga
kita termasuk tentang bagaimana status pengelolaannya apakah harus di
kelola oleh negara atau lembaga-lembaga swasta terlepas dari apakah amil
ditunjuk oleh negara atau tidak, atau bahkan di kelola secara individual tanpa
campur tangan pemerintah. Banyaknya lembaga-lembaga swasta yang
manamakan dirinya sebagai badan pengelola zakat membuat masyarakat
resah dan kebingungan di lembaga manakah yang sebenarnya dianjurkan oleh
pemerintah untuk membayar zakat ? tingkat efektifitas dari sebuah lembaga
zakat sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pengumpulan zakat salah
satunya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat yang tergolong
kurang mampu biasa disebut sebagai mustahik. Banyaknya lembaga
pengelola zakat di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak
tertentu yang memanfaatkannya kearah yang negatif seperti munculnya
lembaga pengelola zakat yang tidak bersertifikasi dan tidak diakui oleh
negara sehingga keefektifan dari zakat itu sendiri bisa-bisa melenceng karena
pengawasan pemerintah tidak tertuju kepada mereka yang belum diakui.
Apabila terjadi hal seperti ini, maka pihak muzakki yang masih awam tidak
mengetahui apa perbedaan lembaga zakat yang telah diakui dan yang belum
diakui sehingga mereka sembarang menyalurkan zakatnya. Dalam realitanya

masih banyak penyalur zakat yang memberikan zakatnya langsung kepada



mustahik tanpa mengetahui bagaimana alur pembayaran dan pengelolaan
zakat yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal seperti ini biasa terjadi pada
daerah-daerah tertinggal dan juga daerah yang alat komunikasi dan
teknologinya masih kurang.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi yang kondusif dan
efektif mengenai badan pengelolaan zakat oleh pemerintah dan jajarannya
hingga menyentuh seluruh jajaran masyarakat termasuk daerah-daerah
terpencil yang masih minim pengetahuannya tentang zakat.

Jika dilihat dari sejarah zakat pada zaman Rasulullah saw. dan
pemerintah Islam periode awal, pemerintah menangani secara langsung
pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.
Pengelolaan zakat dilakukan oleh waliyul ‘amr yang dalam konteks ini adalah

pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur’an:
Gl il hoa &) | agale Jhm g Len aeS Jig ab yedal 48 aa agll 5ol (e 33
1 rl ® 1 %
ﬁh; @A.u: Au\j R (';@J

Perintah pemungutan ditujukan oleh Allah SWT. kepada setiap ulil
amri. Dengan dasar ayat tersebut para fugaha menyimpulkan bahwa
kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya
dapat dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 23

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menggantikan Undang-Undang No. 38

! At-Taubah (9) : 103.



Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Secara umum undang-undang tersebut
mengatur tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat
Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di ibukota
bersifat nasional, BAZNAS Provinsi yang berwenang dalam pelaksanaan
pengelolaan zakat pada tingkat provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang
berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat
Kabupaten/Kota. Kemudian mengatur persyaratan-persyaratan keanggotaan
BAZNAS dan aspek-aspek lainnya. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya
disingkat LAZ yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas
membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta
Unit Pengumpul Zakat yang (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk
oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan.

Adanya Undang-undang ini membuktikan progres dari kebijakan
pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dalam hal perzakatan. Hal ini

sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:
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Suatu fakta sejarah bahwa pada masa awal Islam zakat mempunyai
kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Di samping sebagai sumber
pendapatan negara Islam, zakat juga menunjang pengeluaran negara dan juga
mampu mempengaruhi  kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah atau kaum dhu’afa.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut dapat diaplikasikan pada

? A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah —kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, cet. 1l (Jakarta: Kencana, 2006), him. 15.



negara yang bukan Islam seperti di Indonesia yang mayoritas penduduknya
beragama Islam.

Kajian ini akan membahas pendapat Masdar Farid Mas’udi dan Didin
Hafidhuddin (dua tokoh yang menjadi sentral dalam skripsi ini) atas
pemikiran mereka mengenai permasalahan peran negara dalam pengelolaan
zakat. Menurut Masdar Farid Mas’udi pengelolaan zakat harus diserahkan
langsung kepada negara/pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen
pada kemaslahatan hidup rakyatnya, tanpa pilih kasih. Menurutnya,
pentingnya amil ini dilihat dari al-Qur’an yang meletakkan lembaga amil
segera sesudah fakir miskin. Pemikiran Masdar Farid bahwa zakat dikelola
oleh negara karena memandang bahwa zakat adalah pajak dan sebaliknya
pajak adalah zakat sehingga pengelolaan dari keduanya menjadi tanggung
jawab negara/pemerintah agar tujuan dari zakat tersebut dapat terealisasikan
seperti halnya pajak yang telah lama berjalan di bawah kelola negara dan
menjadi pendapataan negara. Selain itu, jika zakat disalurkan tanpa melalui
amil yang bersifat otoritatif dan memiliki kewenangan formal maka zakat
tidaklah dapat disebut zakat melainkan hanya sedekah biasa yang bersifat
karitatif. Dengan demikian, pihak-pihak yang menolak membayar zakat dapat
dipaksa, akan tetapi dalam hal pendayagunaannya pun dapat difungsikan
secara nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil

untuk seluruh jajaran masyarakat.®

* Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, cet. 111
(Jakarta : P3M, 1993), him. 124-125.



Landasan filosofis dari pendapat Masdar yang menyatakan bahwa
pengelolaan zakat disamakan dengan pengelolaan pajak karena sesuai dengan
pernyataaannya yaitu konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya,
akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya.

Masdar menyatakan sepanjang sejarah, terdapat tiga konsep makna
yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sekaligus berarti kepada
lembaga negara yang dihidupinya. 1) pajak dengan konsep upeti atau
“persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak-upeti ini, adalah negara
yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja, atau elite penguasa. 2) pajak
dengan konsep “kontra-prestasi” (al-Qur’an: jizyah) antara rakyat pembayar
pajak, terutama yang kuat, dan pihak penguasa. Negara dengan pajak jizyah
ini adalah negara yang mengabdi pada kepentingan elite penguasa dan
kelompok kaya. 3) pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak
sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk
kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah. Siapa pun mereka, apa
pun agama, etnis, ras, maupun golongannya. Menurutnya, konsep yang ketiga
(pajak dengan ruh zakat, pajak-zakat) adalah konsep yang pernah diterapkan
oleh Rasulullah saw. dan beberapa khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu
tentunya sesuai dengan kondisi sosial dan material saat itu.* Dari pendapatnya
tersebut terlihat jelas bahwa peran negara dalam pengelolaan zakat harus

sama-sama membentuk lembaga pengelola yang pemerintahya turun tangan

* Masdar Farid Mas’udi, Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat, cet. |
(Bandung : Mizan, 2010), him. 71.



langsung seperti halnya pajak yang dikelola langsung oleh negara yang

menjadikan pajak sebagai pendapatan negara.

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, meskipun tidak menekankan
bahwa zakat harus dikelola oleh negara tanpa harus turun tangan langsung
melainkan zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan
disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal karena
dengan hal itu, pengelolaan zakat akan memiliki keuntungan-keuntungan
tersendiri. Sama halnya dengan Masdar, Didin juga menyatakan bahwa
kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal Karitatif
(kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif
(ijbari).”

Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin tentang
peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah upaya untuk
mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu keadilan sosial berdasarkan
cita keruhanian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan diatas,

terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

*Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, cet. | (Jakarta : Gema Insani
Press, 2002), him. 125-126.



1. Bagaimana latar belakang pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin
Hafidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat ?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua tokoh
tersebut tentang peran negara dalam pengelolaan zakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan latar belakang pemikiran kedua tokoh mengenai
peran negara dalam pengelolaan zakat.

2. Untuk menjelaskan segi persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua
tokoh tentang peran negara dalam pengelolaan zakat.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan bagi
para pembaca terutama mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat.

2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai
masalah peran negara dalam pengelolaan zakat terutama untuk para
pemerhati zakat.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat telah banyak diperbincangkan baik oleh
ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan
pendekatan yang berbeda-beda. Di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
sendiri terdapat beberapa skripsi yang membahas permasalahan ini, di

antaranya adalah skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Negara



(studi komparasi pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa)”,
karya Yusuf Trihananta, dalam skripsi ini mendeskripsikan bagaimana
pemikiran Masdar dan Djamal mengenai Pengelolaan zakat oleh negara.®
Skripsi yang berjudul Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar
Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin) karya Widodo, menyatakan bahwa
pajak dan zakat sama-sama memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan
dalam pengelolaannya.’ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Cecep Mulsadad
yang berjudul “Relasi Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Yusuf
Qaradlawi dan Masdar Farid Mas’udi)”, menjelaskan tentang hubungan zakat
dan pajak serta perbedaan dan persamaannya menurut kedua tokoh yang
dibahas tersebut.® Kemudian skripsi yang berjudul Pajak dan Zakat Di
Indonesia (studi perbandingan atas Pemikiran M Djamal Doa dan Didin
Hafhidhuddin) oleh Moh Widodo, membahas tentang pemikiran Djamal Doa
dan Didin Hafhidhuddin mengenai pajak dan zakat khususnya di Indonesia.’
Salain itu, terdapat pula beberapa buku yang membahas tentang zakat
yang berjudul “Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak” terjemahan

dari bukunya Gazi Inayah yang berjudul “al-Igtisad al-Islami az-Zakah wa

® Yusuf Trihananta, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran
Masdar Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa)”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2007).

’ Widodo, “Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin
Hafidhuddin”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

® Cecep Mulsadad, “Relasi Pajak dan Zakat (studi komparasi pemikiran Yusuf Qaradlawi

dan Masdar Farid Mas’udi”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2008).

° Moh Widodo, “Pajak dan Zakat (studi perbandingan atas pemikiran M Djamal Doa dan
Didin Hafthidhuddin”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).



ad-Dartbah (dirasah mugaranah). Menegaskan bahwa zakat dalam
pengelolaannya  merupakan  kewajiban  pemerintah, pejabat-pejabat
pemerintah Islam atau pejabat yang berwenang. Pemerintahan sebagai
pemungut zakat dari masyarakat merupakan aplikasi yang nyata dari hukum
Al-Qur’an dan Al-Hadis.*

Dalam buku yang berjudul “Hukum Zakat: Studi Komparatif
Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis” yang
ditulis oleh Yusuf al-Qaradlawi dan diterjemahkan sendiri oleh Didin
Hafhidhuddin dkk. menyatakan bahwa zakat bukanlah suatu tugas yang
diberikan kepada seseorang saja melainkan menjadi tugas negara.™

Selanjutnya dalam buku “Zakat” yang ditulis oleh K.H.A. Rauf dan
A.S. Rasyid. Terkait dengan amil zakat adalah harus diangkat oleh imam,
khalifah, pemerintah, dan sebagainya, dengan telah memenuhi syarat-syarat
dan ketentuan yang telah berlaku.*?

Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Hertanto Widodo, AK dan
Teten Kustiawan, Ak yang berjudul “Akuntasi dan Manajemen Keuangan
untuk Organisasi Pengelola Zakat”. Menyatakan bahwa walaupun Badan

Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, namun dalam proses pembentukan

'° Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, terj. Zainudin Adnan.,
dkk., cet. | (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), him. 37.

*Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadis, terj. Salman Harun, dkk., cet. 11l (Jakarta : Pustaka Litera Antar
Nusa, 1993), him. 733.

K H.A. Rauf & A.S. Rasyid, Zakat, cet. 111 (__Grafikatama Jaya, 1992), him. 49.
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sampai kepengurusan zakat harus melibatkan unsur masyarakat yang pastinya
sudah memenuhi syarat dan ketentuan dan lolos seleksi menjadi amil zakat.*?

Buku yang berjudul “Zakat dan Peran Negara”, yang merupakan
kontribusi pemikiran dari para ulama, praktisi dan akademisi yang konsen
dibidang zakat pada intinya membahas tentang semangat umat Islam
menyalurkan zakat melalui lembaga baik dikelola oleh pemerintah maupun
swasta sehingga zakat dapat menjadi solusi alternatif dalam pengentasan
kemiskinan.*

Literatur ~yang membahas tentang zakat dan berbagai
permasalahannya telah banyak ditemukan, sebagian besar membahas
permasalahan zakat pada dataran ketentuan-ketentuan normatif yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an maupun hadis, namun masih sedikit literatur yang
membahas secara khusus tentang ketentuan pengelolaan zakat oleh negara
serta syarat-syarat negara/pemerintah maupun lembaga yang boleh mengelola
zakat seperti yang terjadi di negara bukan Islam.

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi atas
pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hathidhuddin yang secara khusus
membicarakan peran negara dalam pengelolaan zakat belum pernah
dilakukan dan dikaji secara tuntas, terutama berkenaan dengan perbandingan
kedua tokoh tersebut. Sekalipun pernah ada penelitian skripsi berkenaan

dengan pengelolaan zakat oleh negara yang ditulis oleh Yusuf Trihananta,

Y Hertanto Widodo & Teten Kustiawan, Akuntasi dan Manajemen Keuangan untuk
Organisasi Pengelola Zakat, cet. | (Bandung: Institut Manajemen Zakat), him. 7.

" __ Zakat dan Peran Negara, cet. | (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), him. xiv.
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berjudul Pengelolaan Zakat Oleh Negara (studi komparasi pemikiran Masdar
Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa).”® Juga terdapat penelitian skripsi yang
membandingkan kedua tokoh dengan pembahasan yang berbeda yaitu tentang
Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan
Didin Hafidhuddin) yang ditulis oleh Widodo.*® Oleh karena itu, untuk
memberikan kontribusi pengetahuan dalam hukum Islam khususnya tentang
zakat maka penyusun mengangkat judul skripsi yang membahas tentang
peran negara dalam pengelolaan zakat (studi pemikiran Masdar Farid Mas’udi
dan Didin Hafhidhuddin).

E. Kerangka Teoretik

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar)
dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi
istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah
diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping Dberarti
“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”."’

Dinamakan dengan zakat bukanlah karena dia menyuburkan harta

pribadi atau memelihara dari kebinasaan, tetapi karena zakat itu menyuburkan

Yyusuf Trihananta, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran
Masdar Farid Mas’udi dan M. Djamal Doa)”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2007).

*Widodo, “Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan
Didin Hafidhuddin”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

YYusuf Qardlawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadis, terj. Salman Harun, dkk., cet. Il (Jakarta : Pustaka Litera Antar
Nusa, 1993), him. 34.
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masyarakat dan memeliharanya dari kelemahan, kemiskinan dan bencana-
bencana kemasyarakatan yang lain.

Zakat dapat membersihkan seseorang dari kekikiran dan cinta yang
berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat juga dapat menyuburkan
sifat-sifat kebaikan dalam hati seseorang dan memperkembangkan harta
benda mereka.’® Menumbuhkan dan mengangkat derajat orang-orang yang
menunaikannya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun
amal, hingga ia layak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.™

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana
tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi
kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan
menghilangkan kesenjangan sosial.?® Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat
dan 82 kali diulang dengan mengunakan istilah yang merupakan sinonim dari
kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung
maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat

penting dalam Islam.?

Berkaitan dengan adanya aturan mengenai zakat, maka ada pula yang
mengatur tentang subyek zakat yang berhak menerimannya yaitu sesuai

dengan bunyi ayat al-Qur’an :

*®Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, cet. 111 (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), him. 25.

¥ sayyid Sabig, Fikih Sunnah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, cet. VI (Bandung : Al
Ma’arif, 1988), Il : 7.

%% Achyar Rusli, Zakat = Pajak, (Jakarta: Redana, 2005), him. 36.

*! Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, cet. | (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), him. 43.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada
delapan golongan yaitu : 1) Orang fakir; 2) Orang miskin; 3) Pengurus zakat;
4) Muallaf; 5) Memerdekakan budak; 6) Orang berhutang; 7) Pada jalan
Allah (sabilillah); 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan

maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kajian amil ini menggunakan prinsip kemaslahatan yang mengkaji
ayat-ayat dan hadis mengenai zakat yang digunakan oleh kedua tokoh sebagai
sumber rujukanyang dapat dilihat segi kemaslahatan dari pengelolaan zakat
itu sendiri. Kemudian mengatur dan menunjukkan bagaimana tugas amil agar
berjalan secara sistematis dan efektif agar tercapainya hasil yang maksimal
dari pendistribusian zakat yang berdampak pada kemaslahatan para pihak.
Tugas amil yang sistematis dan efektif akan memberi dampak yang baik dan
memberi kemaslahatan kepada para penerima zakat, seperti tugas amil yang
harus mendata penduduk masyarakat secara luas hingga menyentuh daerah
pelosok untuk menentukan apakah masyarakat tersebut dapat termasuk

sebagai subyek yang berhak menerima zakat atau tidak. Hal ini akan

22 At-Taubah (9) : 60.
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berpengaruh pada cepat atau tidaknya penyaluran zakat kepada para mustahik
hingga semua permasalahan dan mudharat yang timbul akibat tidak

efektifnya penyaluran zakat dapat teratasi.

Amil sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, amil
juga bertugas untuk mengurus zakat, mengumpulkan, dan membagikan zakat
tersebut. Secara jelas dapat dipaparkan bahwa amil adalah orang yang
diangkat oleh imam, khalifah, pemerintah atau penguasa untuk memungut
zakat, mengumpulkan, mendaftarkan, dan membagikan kepada yang berhak
menerimanya. Amil boleh diberi zakat, tetapi imam (khalifah) atau penguasa-
penguasa daerah seperti bupati, camat, dan lain-lain tidak berhak menerima
zakat baik untuk dirinya maupun keluarganya. Amil tidak boleh ditunjuk oleh
sembarang orang melainkan hanya boleh ditunjuk oleh penguasa
(imam/khalifah) seperti yang telah dipaparkan diatas. Amil juga memiliki
kriteria tesendiri yang harus dipenuhi yaitu harus terdiri dari orang yang
shaleh, baik akhlaknya, dan mengerti hukum zakat sesuai dengan yang

termaktub dalam hukum Allah dan Rasul-Nya.??

Dengan demikian, secara otomatis zakat itu harus dikumpulkan dan

didistribusikan dengan perantaraan “Amil”, yang memberi petunjuk kepada

# Achyar Rusli, Zakat = Pajak, him. 48-49.
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kita bahwa yang menengani zakat haruslah pemerintah bukan ditangani

secara individual.?*

Allah Subhana wa ta’ala mensyari’atkan hukum-nya dengan tujuan
untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan saling tolong menolong

antar sesama. Hal ini berdasarkan bunyi al-Qur’an :

,A\ﬁ)s:b,u\jadbe.a}ﬂér_iyj\.uYj’d)ﬂ\j)ﬂ\éﬂi}\jb-’) .....

25 laaliaad AT )

Menunaikan zakat berarti juga tindakan saling tolong menolong dalam
hal kebaikan baik berupa material maupun non-material antara orang yang
mampu kepada orang yang membutuhkan (fakir). Tindakan tersebut dapat
mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial yang sekaligus mendapat

pahala karena merupakan salah satu dari bentuk ibadah.

Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm al-Andalusi yang bermadzhab
Dzahiri berkata dalam al-Muhalla yang dikutip oleh Gazi Inayah :

Setiap orang kaya wajib membantu orang miskin dan para pemimpin harus
mendukungnya, bila tidak ada harta zakat, maka mereka harus diberi
makan, pakaian pada musim dingin dan musim panas, mereka harus diberi
tempat agar tidak kepanasan dan kehujanan.?®

*yusuf Qardlawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Fisafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadis, terj. Salman Harun, dkk., cet. Il (Jakarta : Pustaka Litera Antar
Nusa, 1993), him. 65.

% Al-Maidah (5) : 2.

% Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, terj. Zainudin Adnan.,
dkk., cet. | (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), him. 255.
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Masdar Farid dan Didin Hafidhuddin menganggap bahwa pengelolaan
zakat itu sangatlah penting. Namun, berbeda dengan Masdar yang
menekankan pengelolaan zakat dikelola langsung oleh negara/pemerintah
sebaliknya Didin Hafhidhuddin hanya menekankan kepada pengelolaan zakat
oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah.?’

Pada dasarnya, dalam pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin
Hafhidhuddin terlihat sama-sama menggunakan dasar hukum (al-Qur’an,
hadis, maupun ijma’) dengan berprinsip pada kemaslahatan. Akan tetapi
hasil pemikiran keduanya memiliki ciri khas yang berbeda sehingga menarik
untuk dikaji.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan sebuah
metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini.
Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)
yang menggunakan literatur sebagai sumber data utama, baik data primer
maupun data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu
menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan mengenai peran

negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan akan dianalisis

" Widodo, “Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan
Didin Hafidhuddin”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).
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dengan secermat mungkin kemudian menggunakan analisis komparatif

untuk mengetahui kevalidan kedua argument hingga kemudian

mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh
tersebut.

Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam
kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan
menyelusuri karya-karya terkait baik berupa buku maupun makalah, yang
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam
pelaksanaannya, data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku karya
dari kedua tokoh tersebut yaitu di antaranya, Masdar Farid Mas’udi
dalam buku Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam dan
buku Zakat dalam Perekonomian Modern karya Didin Hafidhuddin.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian
atau olahan orang lain yang sudah menjadi atau berbentuk buku,
karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penulisan
penelitian ini.

4. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis.
Normatif yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti
dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi

yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada
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spektrum yang lebih luas, yaitu kondisi lingkungan serta arus
pemikiran global, yang sudah pasti turut andil membentuk pola dan
karakteristik pemikirannya seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat, ayat al-Qur’an surat at-Taubah (9) ayat 60
dan ayat 103. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan serta
menjawab pokok masalah yang pertama. Pendekatan historis, yaitu
pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan
bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam
sebuah wacana keintelektualan. Pendekatan ini digunakan untuk
menjawab pokok masalah yang kedua yaitu dengan menguraikan
sejarah pengelolaan zakat dari masa sebelum Islam, pada masa Islam
hingga zaman sekarang sehingga melahirkan persamaan dan perbedaan
pendapat di antara kedua tokoh dalam pandangannya mengenai
historisitas dari pengelolaan zakat.
5. Analisis Data
Studi ini bertujuan untuk menunjukkan latarbelakang pemikiran
hukum yang digunakan oleh Masdar Farid Mas’udi dalam buku Agama
Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam dan pemikiran hukum yang
digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam buku Zakat dalam
Perekonomian Modern. Untuk menganalisis data digunakan metode
sebagai berikut:
a. Menggunakan metode Induktif yaitu, menganalisis dan memaparkan

data-data yang khusus, kemudian menderivikasikannya dalam bentuk
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umum.?® Metode induktif ini digunakan untuk menjawab pokok

masalah yang pertama.

b. Menggunakan metode komparatif yaitu, menganalisis data yang ada
dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data
lainnya untuk sampai pada satu titik kesimpulan.?® Metode komparatif
ini digunakan untuk menjawab pokok masalah yang kedua.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini lebih
terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan
yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang zakat. Kajian ini terlebih dahulu
disajikan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menganalisis secara
spesifik mengenai kajian pengelolaan zakat sehingga didapat satu pengertian
yang jelas. Bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, sejarah
disyari’atkannya zakat, asas teori wajib zakat serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan pembahasan pengelolaan zakat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian.

Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Masdar Farid

*® saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 40.

 Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), him. 83.
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Mas’udi dan Didin Hafhidhuddin dibicarakan secara terpisah, pembahasan
ini meliputi latar belakang sosial dan intelektual, pandangan keduanya
mengenai pengelolaan zakat, dan dasar-dasar pemikirannya. Dari hal ini,
dapat diketahui pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pengelolaan
zakat.

Bab Keempat, merupakan analisis perbandingan pemikiran Masdar
Farid Mas’udi dan Didin Hafhidhuddin. Yang terdiri dari analisis latar
belakang pemikiran dari kedua tokoh. Sub bab berikutnya membahas analisis
terhadap obyek kajian pengelolaan zakat.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang didapat
penyusun setelah mencermati penelitian terhadap masalah yang dibahas yaitu

peran negara dalam pengelolaan zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafhidhuddin tentang peran
negara dalam pengelolaan zakat
a. Pemikiran Masdar yang bercorak populis, terbukti dalam setiap
pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Sebagaimana
diketahui, tawaran adagium za Sahat al-Maslahatu Fahuwa Mazhabt
yang dimaksud “kemaslahatan” oleh Masdar adalah ‘“kemaslahatan
bagi kaum lemah (dhuafa)’. Dalam salah satu tulisannya ia
menyamakan istilah kemaslahatan dengan “keadilan sosial”.
Selanjutnya pemikiran Masdar mengenai penyatuan zakat dengan
pajak menjadi titik pusat bahwa negara/pemerintah harus mengelola
zakat sebagaimana halnya zakat dikelola oleh negara/pemerintah pula.
Dalam konteks ini, gagasan zakat Masdar yang diorientasikan guna
merumuskan suatu paradigma figh untuk menggugah kesadaran umat
akan pentingnya kepedulian terhadap kaum lemah, sangat
dilatarbelakangi oleh paham populis.

Pemikiran Masdar tentang zakat merupakan manifestasi sikap
atau tanggung jawab intelektual pemikir muslim ketika melihat
fenomena “ketidakadilan sosial”, yakni adanya jarak antara kelompok
sosial kaya dengan kelompok sosial miskin. Jadi wajar, jika “keadilan

sosial” menjadi fenomena yang menggelisahkan bagi Masdar, karena

107
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itu termasuk pemikir populis. Dengan berpijak pada perspektif agama,
Masdar melihat bahwa problem tersebut bisa diselesaikan melalui
penggalian dana zakat. Karena zakat merupakan salah satu kelima
rukun Islam yang paling memiliki akses kepada keprihatinan Masdar
yakni ‘“ketidakadilan sosial”. Pemikiran Masdar yang populis ini
dipengaruhi oleh paham populis (kerakyatan)-nya sehingga
melahirkan pernyataan bahwa zakat dan pajak sama-sama dikelola
oleh negara sehingga dalam pembahasan mengenai peran negara
dalam pengelelolaan zakat selalu diikuti dengan paradigma bahwa
zakat sama dengan pajak. Oleh karenanya melahirkan sebuah
kesimpulan bahwa zakat harus dikelola langsung oleh negara karena
dia menyamakan kedudukan zakat dengan pajak. Penyataan tersebut
berpijak pada keadilan sosial.

. Sedangkan Didin Hafhidhuddin terfokuskan pada konsep pemikiran
zakat di Indonesia yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan
figh zakat di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan
perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat. Didin menyatakan
bahwa pengelolaan zakat sangatlah penting namun tidak menekankan
pengelolaan zakat harus dilakukan langsung oleh negara (pemerintah)
melainkan hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat tersebut
dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang ditunjuk dan disahkan
oleh pemerintah. Didin menggaris bawahi bahwa pengelolaan zakat

tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari
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pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan
diatur oleh pemerintah adalah lembaga pengumpul zakat, dengan
demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang
profesional terutama yang berkonsentrasi dalam pengelolaan zakat
profesi. Pemikiran Didin ini di latarbelakangi oleh pemikirannya yang
menyatakan bahwa zakat tidak dapat disatukan dengan pajak serta
dipengaruhi oleh pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua
BAZNAS sehingga paradigma yang muncul pun sesuai dengan apa
yang dia dapatkan dilapangan.
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang peraan
negara dalam pengelolaan zakat adalah:
a. Persamaan
Pada permasalahan zakat dan pengelolaannya Masdar dan Didin
sama-sama mewajibkan pembayaran zakat bagi warga negara muslim.
Bagi yang melalaikan kewajiban zakat akan mendapat sanksi. Keduanya
berpendapat bahwa pengumpulan zakat juga harus melewati pihak ketiga,
tidak boleh ditangani secara individu maupun pribadi antar muzakki dan
mustahik. Masdar dan Didin juga sependapat bahwa pengelolaan zakat
sangatlah penting serta pembayaran zakat digunakan untuk kesejahteraan
sosial dan keadilan dalam masyarakat.
b. Perbedaan
Perbedaan latar belakang kehidupan membuat pemikiran Masdar

Farid dan Didin Hafhidhuddin tentang peran negara dalam zakat ikut
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berbeda pula. Objek kajian yang terdapat dalam kedua tokoh menunjukkan
perbedaan yang menonjol yaitu latar belakang pemikiran Masdar tentang
pengelolaan zakat mengacu pada penyatuan zakat dengan pajak,
sedangkan Didin berpendapat bahwa zakat dan pajak tidak bisa disatukan
dan harus dipisahkan. Selanjutnya, Masdar menyatakan bahwa dalam
pengelolaan zakat harus ditangani oleh pihak ketiga yaitu
negara/pemerintah dengan kewenangan formalnya mengena pada semua
pihak dan dalam segala aspek kehidupan sosial agar tujuan dari zakat itu
sendiri dapat tercapai yaitu keadilan sosial yang dapat menyentuh seluruh
jajaran masyarakat baik di desa maupun di kota, sehingga akan bisa adil
untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika lembaga swasta yang
mengelola zakat maka tidak akan bersifat adil terhadap masyarakat karena
berwatak esklusif dan sektarian.

Adapun Didin Hafhidhuddin menyatakan bahwa pengelolaan zakat
ditangani oleh badan/lembaga zakat yang ditunjuk dan disahkan oeh
pemerintah yang memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang
ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat. Negara tidak harus turun
langsung dalam pengelolaan zakat. Didin menekankan bahwa zakat itu
bernilai ibadah, oleh karenanya umat Islam wajib menunaikan pembayaran
zakat yang telah ditentukan kadarnya dan zakat harus dibayarkan kepada
badan amil zakat. Hal ini sesuai dengan zakat yang memiliki unsur
paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Perintah menunaikan

zakat bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana Didin
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mengambil penjelasan dari Yusuf Qaradlawi yang menyatakan bahwa
dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa di
samping berlandaskan pada nas-nas Al-Qur’an dan hadis Nabi saw., juga
bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara’ yang

dalam hal ini a/-masalih al-mursalah (kemaslahatan bersama).

B. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang berketerusan dalam
hal pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat hingga menyentuh seluruh jajaran masyarakat baik di desa maupun di
kota. Hal ini dilakukan agar pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian
dana zakat lebih efektif sehingga pemanfaatan dari dana zakat dapat sesuai

dengan tujuan syari’at Islam.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJIEMAHAN

No.

Halaman

Footnote

Terjemahan

BAB |

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya
didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan
bagi rakyatnya.

13

22

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.

15

25

Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan
haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang Yyang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu
telah menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena
mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam,  mendorongmu  berbuat




aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.

BAB Il

21

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

22

sesungguhnya beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu,

22

Sesungguhnya beruntunglah orang yang
membersihkan diri (dengan beriman),

22

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-
dosa besar dan perbuatan keji yang selain
dari kesalahan-kesalahan kecil.
Sesungguhnya  Tuhanmu  maha  luas
ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui
(tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan
kamu dari tanah dan ketika kamu masih
janin dalam perut ibumu; maka janganlah
kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang
paling mengetahui tentang orang yang
bertakwa.

24

10

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

10

24

11

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya
Allah menerima taubat dari hamba-hamba-
Nya dan menerima zakat dan bahwasanya
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang?

Hai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani
benar-benar memakan harta orang dengan




11

24

12

jalan batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang
yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
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24

13

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun
yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,
pohon korma, tanam-tanaman  yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan
delima yang serupa (bentuk dan warnanya)
dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari
memetik hasilnya (dengan disedekahkan
kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan.
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pada hari dipanaskan emas perak itu dalam
neraka jahannam, lalu dibakar dengannya
dahi mereka, lambung dan punggung
mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:
"Inilah harta bendamu yang kamu simpan
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah
sekarang (akibat dari) apa yang kamu
simpan itu.”
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15

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah
dari pada orang-orang yang bodoh.
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18

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

16

25

19

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.




17

25

20

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana

18

26

21

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun
yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,
pohon korma, tanam-tanaman  yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan
delima yang serupa (bentuk dan warnanya)
dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila
dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari
memetik hasilnya (dengan disedekahkan
kepada fakir miskin); dan janganlah kamu
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan.
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22

Telah menceritakan kepada kami Abdullah
bin Musa dia berkata, telah mengabarkan
kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari
‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata:
Rasulullah  shallallahu ‘alaihi  wasallam
bersabda: "Islam dibangun diatas lima
(landasan); persaksian tidak ada ilah selain
Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan
Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
haji dan puasa Ramadlan".(H.R. Bukhari).
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27

23

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim
Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin
Ishag dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy
dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu
‘anhuma bahwa ketika Nabi
Shallallahu‘alaihiwasallam mengutus Mu'adz
radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau
berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah
(persaksian) tidak ada ilah yang berhak
disembah kecuali Allah dan bahwa aku
adalah utusan Allah. Jika mereka telah
mentaatinya, maka beritahukanlah bahwal
Allah mewajibkan atas mereka shalat lima
waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah




mena‘atinya, maka beritahukanlah bahwal
Allah telah mewajibkan atas mereka
shadagah (zakat) dari harta mereka yang
diambil dari orang-orang kaya mereka dan
diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

21

35

35

Adapun orang yang diberikan kepadanya
kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia
berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya
tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan
aku tidak mengetahui apa hisab terhadap
diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang
menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku
sekali-kali ~ tidak ~ memberi  manfaat
kepadaku. Telah hilang kekuasaanku
daripadaku."

22

35

36

(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu
belenggulah  tangannya ke lehernya.
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api
neraka yang menyala-nyala. Kemudian
belitlah dia dengan rantai yang panjangnya
tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu
tidak beriman kepada Allah Yang Maha
Besar. Dan juga dia tidak mendorong
(orang lain) untuk memberi makan orang
miskin.

23

36

37

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya
kamu tidak memuliakan anak yatim, dan
kamu tidak saling mengajak memberi makan
orang miskin,

24

37

40

menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-
orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-
orang yang mendirikan shalat, menunaikan
zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
akhirat.

25

42

45

Dan (inilah) suatu permakluman daripada
Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia
pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya
Allah dan RasulNya berlepas diri dari orang-
orang musyrikin. Kemudian jika kamu
(kaum musyrikin) bertobat, maka bertaubat
itu lebih baik bagimu; dan jika kamu
berpaling, maka  ketahuilah  bahwa
sesungguhnya kamu tidak dapat
melemahkan Allah. Dan beritakanlah
kepada orang-orang kafir (bahwa mereka




akan mendapat) siksa yang pedih.

BAB Il

26

69

19

Dan tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.

27

69

20

Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-
benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman.

28

72

2

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya
Allah menerima taubat dari hamba-hamba-
Nya dan menerima zakat dan bahwasanya
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang?

29

83

44

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

30

83

45

Dari Abu Hurairah r.a.. dia berkata: Setelah
Rasulullah saw. wafat, dan Abu Bakar
dilantik sebagai khalifah Setelah beliau,
pada waktu itu pula diantara orang arab ada
yang kembali menjadi kafir, Umar bin Al
Khathab berkata kepada Abu Bakar:
bagaimana engkau memerangi orang-orang
tersebut padahal Rasulullah saw. bersabda:
"Aku diperintahkan untuk memerangi
manusia hingga mereka mengucapkan; laa
ilaaha illallaah. Barang siapa yang
mengucapkan; laa ilaaha illallaah maka ia
telah melindungi dariku harta dan jiwanya,
kecuali dengan  hak Islam, dan
perhitungannya ditangan Allah swt. Lalu
Abu Bakar menjawab: demi Allah, sungguh
aku akan memerangi siapa pun Yyang
membedakan shalat dan zakat, karena zakat
itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka
mencegahku menarik onta-onta (zakat),
yang Dbiasa mereka bayarkan kepada
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Rasulullah saw. pasti aku perangi mereka,
karena tidak mau membayar itu. Maka Umar
berkata: “demi Allah, aku lihat Allah benar-
benar telah melapangkan dada Abu Bakar
untuk  memeranginya. Selanjutnya ia
berkata: maka aku ketahui, bahwa itulah
yang baik.
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84

46

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana

32

89

54

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan
Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan
dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.

33

89

55

Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
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BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Imam Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail
bin Ibrahim bin Mugarah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di
Bukhara, suatu tempat di kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum’at
tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak
usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur’an
sehingga beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal
ribuan hadis.

Dalam hak menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke
Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kurasam, Naisabur dan Mesir. Imam
Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh
hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-
Marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan
Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis
dari beliau antara lain: Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Tirmidzi, Abu Khuzaimah,
dan an-Nasa’i. Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam
perjalanannya mempelajari hadis

Kitab Jami’us Sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih
16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber
kedua setelah al-Qur’an, yang demikian ini disepakati oleh ulama salaf maupun
ulama khalaf, Syekh Ibnu Hajar berkomentar bahwa :”Tanpa Sahih Bukhari maka
sahih Muslim tidak akan muncul”. Imam Bukhari menggarap kitab 20 buah, di
antara yang masyhur adalah at-Tarikh, al-Akbar.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam
ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan
dimakamkan di Khartanaj dekat Samarkhan.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Ibn al-Hajjaj al-Qusyaily an-
Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204 H. Beliau wafat pada
tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun karyanya
antara lain al-Jami as-Sahih Muslim, Tanagah at-Tabi’in dan al’lal.

3. Imam asy-Syafi’i

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau lebih dikenal dengan Imam asy-
Syafi’i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Gaza Palestina. Meski
dibesarkan dalam satu keluarga yang kurang mampu, beliau giat mempelajari
hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang
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masih kecil, beliau juga telah menghafal al-Qur’an. Pada usianya yang ke-20,
beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik.
Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq,
sekali lagi mempelajari ilmu fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.
Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di Masjid Amru bin As, Beliau juga menulis kitab al-
Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Figh, dan memperkenalkan Qaul
jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Figh, Imam
asy-Syafi’i dikenal sebagai orang yang pertama yang mempelopori penulisan
dalam bidang tersebut.

4. As-Sayid Sabigq

Beliau lahir di Mesir pada 1915 H. Seorang ulama besar, terutama pada
bidang ilmu figh, guru besar pada Universitas al-Azhar. la seorang ustadz al-
Banna, seorang mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajar
Ijtihad dan kembali ke al-Qur’an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara
lain: Figh as-Sunnah, al-Agidah al-Islamiyah.

5. Yusuf al-Qaradlawi

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam.
lahir di Safat Turab mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia
dididik menghafal al-Qur’an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10
tahun ia sudah menghafal seluruh isi al-Qur’an dengan fasih. Kecerdasannya
mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin
Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953.
Kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun mengambil Bahasa
Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian
ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian-penelitian masalah Islam dan
perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qaradlawi melanjutkan
studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul “Figh Zakat” yang
selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama
dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas
Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama
Madrasah Ma’had ad-Din (Institut Agama).

6. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama asli Hasbi adalah Teungku Mmuhammad Habi Ash-Shiddieqy. la
dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 1904
M. nama ash-Shiddieqy dinisbatkan kepada khalifah pertama Abu Bakar ash-
Shiddig. la adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari sahabat Nabi tersebut, yaitu
dari ayahnya Teungku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su’ud, seorang Qadi
Cik di Simeuluk Samalanga. Sedangkan ibunya bernama Teungku Amrah binti
Teungku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.



Pada waktu Hasbi berumur 6 tahun (1910 M), ibunya meninggal dunia. la
kemudian diasuh oleh Teungku Syamsiah selama dua tahun, dan setelah itu, ia
diasuh oleh kakeknya Teungku Manah. Sejak kecil Hasbi sudah terlihat memiliki
kecerdasan dan juga kecenderungan untuk belajar agama, dan kesukaanya belajar
agama tersebut diteruskan pada masa remaja dengan cara menyantri diberbagai
pesantren, baik Lhokseumawe, Aceh maupun di Jawa.

7. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM,
Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956).
Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956),
meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari’ah Universitas Kairo dan mendapat
M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat
UGM (1971). Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa di Ull sejak tahun 1968.
Aktif menjadi anggota pimpinan MUI Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang
Majlis Tarjih dan lembaga figh Islam Organisasi Konferensi Islam Jeddah.

Karyanya antara lain: Masalah Imamah dalam filsafat politik Islam, Garis
Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum waris Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam,
Citra Masyarakat Muslim, Manusia, Kebenaran Agama, Hukum Perkawinan
Islam, Ikhtisar Figih Jinzat, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan
Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam,
Hukum Islam tentang Wakaf, Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar llmu Musthalah
Hadis, Terjemah Jawahirul Kalamiyah (‘Aqaid), Aborsi Ditinjau dari segi
Syari’ah Islamiyyah.

8. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As’ab bin Imran al
azadi as-Sajastani, beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur
pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/ 817 M. Sejak kecil beliau
memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak
berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan
untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis
dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah
Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja’far an-
Nafali dan lain-lain, murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan
Nasa’i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya
yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-goda) shalat yang
telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah “Sunan Abu Dawud” yang merupakan
Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau
sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawal 273
H).



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang
mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa =zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengoordinasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha
di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
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10.
11.

12.

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang
atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban
menunaikan zakat.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS
adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga
yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu
pengumpulan zakat.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan
untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama.

Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.
Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; dan
b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4
(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
emas, perak, dan logam mulia lainnya;
uang dan surat berharga lainnya;
perniagaan;
pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan
perikanan
pertambangan;
perindustrian;
pendapatan dan jasa; dan
rikaz.
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(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta
yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah
dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB || BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk
BAZNAS.

(2)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
ibu kota negara.

(3)BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat.

(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat
bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8
(1)BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
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(2)Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga)
orang dari unsur pemerintah.

(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4)Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk
dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan
zakat.

(5)BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1)Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Menteri.

(2)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden
atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Ketua dan wakil ketua
BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: a. warga

negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertakwa kepada Allah

SWT; d. berakhlak mulia; e. berusia minimal 40 (empat puluh)

tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak menjadi anggota partai

politik; h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan i.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

¢. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus
menerus; atau

e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan

pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh
sekretariat.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja
sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 15

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota.

(2 BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur
setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3)BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk atas wusul bupati/walikota setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(4)Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan
pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota,
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS
provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(5)BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan
tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota
masing-masing.

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ
pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata Kkerja
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat
membentuk LAZ.
Pasal 18
(1)Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,
berbentuk lembaga berbadan hukum;
mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
memiliki pengawas syariat;
memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan
untuk melaksanakan kegiatannya;
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f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS
secara berkala.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme
perizinan,  pembentukan  perwakilan, pelaporan,  dan

pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB Il
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21
(1)Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
(2)Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya,
muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
Pasal 23
(1)BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat
kepada setiap muzaki.
(2)Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS
provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat
Islam.

Pasal 26
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
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Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1)Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar
mustahik telah terpenuhi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk
usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 28
(1)Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai
dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
(3)Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1)BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah
daerah secara berkala.

(2)BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan
lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3)LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4)BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
Menteri secara berkala.

(5)Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media
cetak atau media elektronik.
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(6)Ketentuan lebih  lanjut mengenai pelaporan BAZNAS
kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Hak Amil.

(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan

operasional.

Pasal 33

(1)Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

(1)Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan
LAZ.

(2)Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan
pengawasan  terhadap BAZNAS  provinsi, BAZNAS
kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35
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(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat
melalui BAZNAS dan LAZ; dan
b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan
LAZ.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:
a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta
Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
C. pencabutan izin.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan,
menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak,
sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam
pengelolaannya.

Pasal 38
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat
tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39
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Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan
pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 41
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 42
(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal
40 merupakan kejahatan.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan
pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1)Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai
BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya
BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2)Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah
kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya
kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3)LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-
Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan
Undang-Undang ini.

(4)LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan
diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang
ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
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Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan
Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115
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